PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi sérta

Tata Kerja Staf Ahli Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten  Bombana, Kabup;iten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten

Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

| 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undéng—
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenttikan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negar



Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembarén Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494); ,
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembéran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagainiana
telah beberapa terakhir diubah Undang-Undang Nombr 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuahgan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757); |
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembarah Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Némor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sébagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pémeﬁntah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipily (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor . 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor/



10.

11t

12.

14.

13,

6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambéhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Pératuran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
421); \
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan
Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Bérita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
970); |

Peraturan Daerah Kablipaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana;

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Bombana.Z




MEMUTUSKAN :

Menetapkan PE!,RATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Nk b=

Daerah adalah Kabupaten Bombana.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.

Bupati adalah }|3upati Bombana.

Wakil Bupati a(lialah Wakil Bupati Bombana.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

Staf Ahli Bupati, yang selanjutnya disebut Staf Ahli, adalah unsur
pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi
kepada Bupati mengenai isu-isu strategis sesuai dengan keahliannya;
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembahgunan Daerah serta dampak
yang sangat signifikan bagi Daerah dengan Kkarakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang Adan menentukan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu Staf Ahli dan

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Staf Ahli. adalalll unsur Staf yang dijabat oleh Seorang Aparatur Slpll

Negara Ahli sesuai bidang tugasnya yang berada dibawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
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(3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi
 dan koordinasi. : ; :

(4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif
dikoordinasikan oIeh Sekretaris Daerah. |

Pasal 3

(1) Staf Ahli beradaI. dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. ‘

(2) Staf Ahli beljum’lah paling banyak 3 (tiga) orang.

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membidangi :
a. Staf Ahli bidang Hukum, Pemerintahan dén Politik;
b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)‘ setiap bidang

mempunyai tugas : o |

a. Staf Ahli bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik memberikan telaahan
mengenai hukum,| pemerintahan dan politik; :

b. Staf Ahli bidang| Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan memberikan

telaahan mengenai ekonomi, keuangan dan pembangunan;
c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia memberikan

telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Pasal 5
(1) Staf Ahli di Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik menyelenggarakan

fungsi :
a. pemberian telaahan mengenai Hukum, Pemerintahan dan Politik;
b. pengkoordinasian penyampaian telaah Pemerintahan sebagai bah

pertimbangan dalam pengambilan Keputusan/Kebijakan Pimpinan;




(3)

pengumpulan dan menganalisa data dibidang Hukﬁm, Pemerintahan
dan Politik dalam rangka pemberian pertimbangan kepada pimpinan,;

pemberian |saran/masukan kepada ‘pimpinan dibidang ‘Hukum,

Pemerintahan dan Politik baik secara lisan maupun tertulis agar tidak
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan Bidang Hukum,

‘Pemerintahan dan Politik; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan

maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Staf Ahli di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

menyelenggarakan fungsi :

a.

pemberian | telaahan mengenai  Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan;

pengkoordinasian penyampaian telaah Ekonomi, Kéuangan dan
Pembangunan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
Keputusan/ Kebij akan Pimpinan;

penyempurnaan sasaran program pembangunan, ekonomi dan
keuangan tahun sebelumnya berdasarkan data dan laporan, agar
kesinambungan program berjalan dengan lancar; '
pemberian saran/masukan kepada pimpinan dibidang pembangunan,
ekonomi dan keuangan baik secara lisan maupun tertulis agar tidak
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
Pelaksanaan|Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan; dan | '

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan _baik_ lisan

maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Staf Ahli di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

menyelenggarakan fungsi :

a. pemberian t<|31aahan mengenai bidang Kemasyarakatan dan Sumber

Daya Manusia;

pengkoordinasian penyampaian telaah Kemasyarakatan dan Sumber
Daya Manusia sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
Keputusan/Kebijakan Pimpinan;

pengumpulan dan mengolah data serta menyiapkan saran dan

peningkatan|sumber daya manusia dan hubungan kerjasama;

- pertimbangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan /akyat,






















